Qanun : Jurnal Ilmu Hukum, 1 (1), 2026: 18-26
Available online at: https://
P-ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX

AN Wi

Qanun

AKAD DALAM MUAMALAH KONTEMPORER DI BIDANG

KENOTARIATAN

Akbar Zuhdiantito
Universitas Islam Indonesia
email: akbarztito@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Figih Muamalah Kontemporer adalah serangkaian aturan hukum
Islam yang mengatur tentang akad atau transaksi antara manusia yang
berkaitan dengan harta yang terjadi pada masa sekarang. Dalam konteks
ini, muamalah merujuk ~ pada transaksi-transaksi dan hubungan
antarmanusia yang berkaitan dengan harta benda,
seperti perdagangan, keuangan, dan kontrak. Topik ini merupakan topik
yang menurut penulis memiliki urgensi untuk dibahas karena Keabsahan
terhadap akad “baru” sebagai turunan merupakan sebuah kajian yang
dipentingkan untuk menjadi dasar pijakan bahwa akad tersebut
merupakan sebuah akad yang absah dan dapat diaplikasikan seperti akad
yang sudah mapan di dalam kitab-kitab fikih muamalah. Pembahasan
terhadap aturan normatif fikih muamalah secara kritis menjadi sebuah
keniscayaan. Kesimpulannya adalah bahwa kontrak atau perjanjian tidak
dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dari sekian banyak aktivitas
sehari-hari masyarakat. Kontrak memberikan kemudahan untuk
memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua orang. Karena merupakan
suatu perjanjian yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat
dalam suatu usaha dan mengikat hubungan itu pada saat ini dan pada
masa yang akan datang. Akad dalam kehidupan manusia sangatlah
penting karena merupakan salah satu faktor yang menjadikan sesuatu
halal baginya, Meskipun kontrak memegang peranan yang sangat penting
dalam hubungan antarmanusia, namun sering kali terlihat para pihak yang
membuat kontrak (perjanjian) belum memahami hak dan kewajiban yang
harus mereka penuhi.
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ABSTRACT

Abstract: Contemporary Muamalah Figh is a piece of Islamic law’s rules that
requlate contracts or transactions, between person and relating to property that
occur in the present. In this context, muamalah refers to transactions and
relationships between people related to property, such as trade, finance and
contracts. This topic is has an urgency to be discussed because the validity of
"new" contracts as derivatives is a study that is important to become the basis for
confirming that the contract is a valid contract and can be applied like contracts
that are already established in muamalah figh literature’s. Critically discussing the
normative rules of muamalah figh is a necessity. The conclusion is that contracts or
agreements cannot be separated from human life. Of the many daily activities of
society. Contracts make it easy to meet everyone's needs and interests. Because it is
an agreement that limits the relationship between two parties involved in a
business and binds that relationship now and in the future. Contracts in human
life are very important because they are one of the factors that make something
halal for him. Even though contracts play a very important role in human
relations, it is often seen that the parties who make contracts (agreements) do not
understand the rights and obligations that they must fulfill.
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PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat yang mempunyai
hak eksklusif untuk mengesahkan seluruh akad
dan peraturan yang disyaratkan oleh peraturan
umum atau pihak-pihak yang berkepentingan
yang ingin dicantumkan dalam suatu akta
otentik (Kode Etik Notaris, n.d.), yang menjamin
kepastian. sehubungan dengan tanggal,simpan
dokumen dan arsipkan totalnya, salinan dan
kutipan dengan ketentuan bahwa dokumen
tersebut secara umum tidak diungkapkan atau
dikecualikan kepada pejabat mana pun atau
orang lain!. Kaitannya adalah posisi Notaris
merupakan posisi penting dalam berjalannya
industry perbankan syariah yang didalamnya
diatur  akad-akad  kontemporer  syariah,
Memasuki akad komersial dalam dunia
perbankan saat ini tentunya membutuhkan
notaris yang memahami konsep akad syariah
dan penerapannya dalam praktik perbankan
syariah Memahami akad komersial dalam
berbagai produk keuangan dan syariah.
perbankanmerupakan hal yang mutlak dan
harus dikuasai oleh notaris syariah,misalnya
murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah,
istishna, ijarahmutaniyah bit tamlik (IMBT),
musyarakah mutanaqishah, syariah mengambil
alih danan syariah - refinancing, jaminan
syariah, anatomi akta syariah dan sebagainya2.

Lembaga keuangan - termasuk perbankan
syariah menggunakan jasa hukum notaris untuk
setiap akad dokumen, seperti jaminan
perwalian, 6 hipotek, dll. Menurut Pasal 1686
KUHPerdata, suatu akta akta mempunyai
kedudukan yang sama dengan akta resmi yang
disahkan oleh notaris. UUJN tidak mengenal
keyakinan agama pihak-pihak yang datang ke
Notaris untuk meresmikan akta tersebut.
Meskipun LKS tetap memegang teguh prinsip-
prinsip syariah yaitu prinsip-prinsip hukum
Islam di bidang perbankan pada lembaga-
lembaga berbasis fatwa yang mempunyai
kewenangan mengeluarkan fatwa-fatwa di
bidang syariah, namun yang berinteraksi

1 Windi Audya, Agus Nurdin, dan Budi Santoso, “KOMPETENSI
NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN SYARIAH
(Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah),” NOTARIUS
13 NO 1 (2020).

2 Deni K Yusuf, “PERAN NOTARIS DALAM PRAKTIK
PERJANJIAN BISNIS DI PERBANKAN SYARIAH (TINJAUAN
DARI PERPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH),” Jurnal Al-
Aldalah 12 (Desember 2015).
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dengan LKS tidak hanya umat Islam saja,
namun juga masyarakat umum?. Maka dari itu
untuk menyelaraskan ketentuan dengan zaman
yang ada isu-isu kontemporer harus dipahami
secara saksama oleh setiap Notaris, terdapat
kewenanagan Notaris untuk melakukan
penyuluhan hukum terhadap para penghadap,
disitulah urgensi pemahaman yang harus
dilakukan ~ Notaris =~ untuk  memberikan
pemahaman secara massive dan benar mengenai
akad-akad  kontemporer dan bagiamana
penerapannya dalam dunia kenotariatan.

Lembaga keuangan termasuk perbankan
SYARIAH - menggunakan jasa hukum notaris
untuk setiap akad dokumen, seperti jaminan
perwalian, 6 hipotek, dll. Menurut Pasal 1686
KUHPerdata, suatu akta akta mempunyai
kedudukan yang sama dengan akta resmi yang
disahkan oleh notaris. UUJN tidak mengenal
keyakinan agama pihak-pihak yang datang ke
Notaris untuk meresmikan akta tersebut.
Meskipun LKS tetap memegang teguh prinsip-
prinsip syariah yaitu prinsip-prinsip hukum
Islam di bidang perbankan pada lembaga-
lembaga berbasis fatwa yang mempunyai
kewenangan mengeluarkan fatwa-fatwa di
bidang syariah, namun yang berinteraksi
dengan LKS tidak hanya umat Islam saja,
namun juga masyarakat umum* Maka dari itu
untuk menyelaraskan ketentuan dengan zaman
yang ada isu-isu kontemporer harus dipahami
secara saksama oleh setiap Notaris, terdapat
kewenanagan Notaris untuk melakukan
penyuluhan hukum terhadap para penghadap,
disitulah urgensi pemahaman yang harus
dilakukan =~ Notaris = untuk = memberikan
pemahaman secara massive dan benar mengenai
akad-akad  kontemporer dan bagiamana
penerapannya dalam dunia kenotariatan.

Dalam konteks hukum positif di
Indonesia, penguatan ekonomi syariah telah
mendapatkan legitimasi yuridis melalui
berbagai regulasi, mulai dari Undang-
Undang  Perbankan  Syariah  hingga
Kompilasi Hukum  Ekonomi Syariah

3 Dudi Badruzaman, “ISU KONTEMPORER PERAN NOTARIS
DALAM AKAD MURABAHAH DI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH,” Jurnal Muslim Heritage 4 No 1 (2019).

* Dudi Badruzaman, “ISU KONTEMPORER PERAN NOTARIS
DALAM AKAD MURABAHAH DI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH,” Jurnal Muslim Heritage 4 No 1 (2019).
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(KHES). Namun, dinamika bisnis global
menuntut adanya inovasi dalam bentuk-
bentuk perjanjian. Lahirlah kemudian apa
yang disebut dengan muamalah
kontemporer. Muamalah kontemporer ini
seringkali melibatkan struktur akad yang
kompleks, seperti Hybrid Contract (al-uqud al-
murakkabah), Ijarah Muntahiyah Bittamlik
(IMBT), hingga Musyarakah Mutanagisah
(MMQ). Kompleksitas ini membawa
konsekuensi hukum yang besar, terutama
dalam hal pembuktian dan kepastian
hukum bagi para pihak yang bertransaksi.
Di sinilah peran Pejabat Umum, khususnya
Notaris, menjadi sangat sentral. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (UUJN), Notaris adalah satu-
satunya pejabat yang berwenang membuat
akta autentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan
oleh  peraturan  perundang-undangan.
Dalam transaksi muamalah kontemporer,
akta autentik bukan sekadar formalitas,
melainkan instrumen perlindungan hukum
yang utama (strongest evidence). Namun,
kehadiran muamalah kontemporer
menghadirkan tantangan tersendiri bagi
dunia kenotariatan. Ada kesenjangan
(disparitas) yang sering terjadi antara
literatur fikih klasik dengan formalitas
hukum akta notariil yang diatur dalam
UUJN.

Persoalan muncul ketika sebuah akad
muamalah kontemporer harus dituangkan
ke dalam bentuk akta notariil. Notaris
dituntut tidak hanya memahami teknik
pembuatan akta secara prosedural, tetapi
juga harus memahami substansi dan filosofi
dari akad syariah tersebut agar tidak terjadi
cacat hukum secara syariah (syariah
compliance). Misalnya, dalam akad
Murabahah  (jual beli), Notaris harus
memastikan bahwa objek jual beli benar-
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benar telah menjadi milik penjual sebelum
beralih ke pembeli. Jika Notaris gagal
merumuskan klausul yang tepat, akta
tersebut berisiko batal demi hukum atau
setidaknya kehilangan otentisitasnya jika
dianggap bertentangan dengan asas-asas
hukum Islam yang telah diadopsi ke dalam
hukum nasional.

Lebih lanjut, dalam bidang
kenotariatan, seringkali terjadi benturan
antara keinginan klien untuk menggunakan
akad syariah yang murni dengan
keterbatasan sistem administrasi hukum
yang masih bersifat konvensional. Sebagai
contoh, dalam hal pendaftaran jaminan atau
hak tanggungan yang berasal dari akad
muamalah kontemporer, prosedur di kantor
pertanahan terkadang belum sepenuhnya
selaras dengan nomenklatur akad syariah.
Hal ini menempatkan Notaris pada posisi
yang dilematis: di satu sisi harus menjaga
keabsahan syariah dalam akad, di sisi lain
harus menjamin bahwa akta tersebut dapat
dieksekusi secara hukum positif (yuridis).
Ketidaksiapan sumber daya manusia di
bidang kenotariatan dalam memahami
terminologi muamalah juga menjadi isu
krusial. Banyak Notaris yang masih terpaku
pada draf kontrak konvensional yang hanya
diubah judulnya menjadi "Syariah" tanpa
mengubah  substansi pasalnya secara
mendalam. Padahal, setiap akad dalam
muamalah memiliki rukun dan syarat yang
spesifik. Kesalahan dalam penempatan
klausul dapat mengubah hakikat akad,
misalnya dari akad kerjasama (syirkah)
menjadi akad hutang piutang (gardh), yang
tentu saja berdampak pada profil risiko dan
bagi hasil para pihak.

Selain itu, tantangan di era digital juga
mulai merambah bidang kenotariatan
syariah. Transaksi melalui fintech syariah
atau investasi berbasis teknologi
membutuhkan format akad kontemporer
yang lebih fleksibel namun tetap kuat secara
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hukum. Notaris sebagai garda terdepan
dalam legalitas kontrak harus mampu
menjembatani kebutuhan kecepatan
transaksi digital dengan ketatnya aturan
mengenai akta autentik yang saat ini masih
mewajibkan  kehadiran  fisik para
penghadap. Secara sosiologis, masyarakat
saat ini semakin kritis. Mereka tidak hanya
menginginkan keuntungan finansial, tetapi
juga keberkahan dalam transaksi. Jika terjadi
sengketa dalam akad muamalah
kontemporer yang akta-nya dibuat oleh
Notaris, maka Notaris dapat ditarik ke
dalam sengketa tersebut jika dianggap lalai
dalam memberikan penyuluhan hukum
atau salah dalam mengonstruksikan akad.
Oleh karena itu, standardisasi akta
muamalah kontemporer di kalangan Notaris
menjadi kebutuhan yang mendesak untuk
meminimalisir sengketa di Pengadilan
Agama.

Bank  sebagai lembaga  keuangan
menggunakan jasa hukum notaris dalam segala
dokumen seperti obligasi perwalian dan hak
tanggungan. Pada umumnya bank konvensional
melibatkan notaris dalam dokumen akad
dibandingkan dengan bank syariah. Namun saat
ini bank syariah (UU Perbankan Syariah, 2008)
sebagai subsistem dari sistem perbankan
nasional diatur secara khusus dalam UU
Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 (UUPS)
juga menggunakan jasa hukum notaris dalam
semua kegiatan komersial. , khususnya terkait
dengan Perjanjian Bantuan Keuangan (AAP).
UUPS Prinsip Syariah mengacu padaprinsip
hukum Islam di bidang perbankanlembaga
berbasis fatwa yang diberi wewenang
mengeluarkan fatwa di bidang syariah. sumber
(mata) air yakni jalan yang lurus yang harus
diikuti oleh setiap Muslim.Syariat mengandung
hukum Allah dan ketentuan Rasul-nya yang
berupa larangan maupun suruhan dalam segala
sendi kehidupan manusia. Syariat merupakan
kristalisasi dari norma hukum dasar yang
ditetapkan oleh Allah serta wajib diikuti oleh
orang Islam yang dilandasi iman yang
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dibungkus dengan akhlak dalam hubungan
dengan Allah, manusia dan Alam?.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ~ ini  menggunakan  jenis
penelitian Yuridis Normatif (studi kepustakaan).
Fokus utamanya adalah mengkaji sinkronisasi
antara teori akad dalam fikih muamalah
kontemporer dengan praktik pembuatan akta
autentik oleh notaris.

e Pendekatan Konseptual (Conceptual
Approach): Merujuk pada prinsip-prinsip
syariah seperti tauhid, ‘adalah (keadilan), dan
ibahah (kebolehan).

e Pendekatan Perundang-undangan (Statute
Approach): Menelaah UU No. 2 Tahun 2014
(UUJN), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES), dan Fatwa DSN-MUIL

2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data
sekunder yang diklasifikasikan menjadi tiga
bagian:

Bahan

Hukum Sumber Data

Al-Qur'an, Hadits, UU Jabatan Notaris
Primer (UUJN), Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES), dan Fatwa DSN-MUL

Buku teks hukum muamalah, jurnal
hukum, hasil penelitian terdahulu, dan
Sekunder ||draf kontrak kontemporer (seperti ijarah
muntahiya  bittamlik atau  musyarakah
mutanagqisah).

Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa
Tersier Indonesia  (KBBI), dan ensiklopedia
hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi dokumen
(Library =~ Research).  Peneliti =~ melakukan
penelusuran terhadap norma-norma, asas-asas,
dan literatur yang berkaitan dengan:

5 Muhammad Daud Ali, Sumber hukum Syariah sendiri derivasi dari
Al Qur’an dan kitab-kitab Hadits (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2014).
;'
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e Transformasi akad syariah ke dalam
bentuk akta notariil.

e Batasan kewenangan notaris dalam

merumuskan klausul muamalah
kontemporer agar tetap sesuai dengan
Pasal 38 UUJN.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara Deskriptif
Kualitatif dengan logika deduktif. Prosesnya
meliputi:

1. Reduksi  Data: Memilih  teori akad
kontemporer yang relevan dengan praktik
kenotariatan saat ini.

2. Verifikasi: = Membandingkan  kesesuaian
antara syarat sah perjanjian menurut

KUHPerdata (Pasal 1320) dengan syarat sah
akad menurut fikih.

3. Konklusi: Menarik kesimpulan mengenai
legalitas dan harmonisasi akad muamalah
dalam akta autentik.

5. Fokus Bahasan Utama

Dalam penelitian ini, Anda disarankan
untuk menyoroti beberapa poin krusial:

e Aspek Legal Standing: Bagaimana notaris
memposisikan diri sebagai pejabat umum
dalam transaksi berbasis syariah.

e Inovasi Akad: Analisis terhadap akad
"Hybrid Contract" (al-uqud al-murakkabah)
dalam produk perbankan atau investasi
syariah yang dituangkan ke dalam akta.

Tanggung Jawab Notaris: Risiko hukum
jika akta muamalah yang dibuat dianggap
bertentangan dengan prinsip syariah atau
hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Figh Muamalah Kontemporer dalam
Lingkup Kenotariatan

Teori Figih Muamalah Modern adalah
salah satu cabang Fiqih atau hukum Islam yang
membahas masalah atau transaksi muamalah
yang berkaitan dengan masa kini atau modern.
Teori Figih Muamalah modern berupaya
menerapkan prinsip dan kaidah Figh yang
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bersumber dari sumber utama hukum Islam
seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma' (Ijma' (Ijma'
Ulama) dan Qiyas (analogi) dalam konteks
modern.  transaksi-transaksi  yang  tidak
dijelaskan pada poin sebelumnya baik secara
yuridis maupun menurut jenis transaksinya®.

Teori Figih muamalah kontemporer telah
menjadi topik penelitian yang semakin penting
dan signifikan dalam dunia bisnis dan keuangan
Islam saat ini, dan banyak wulama dan
cendekiawan  Islam  yang  mendukung
pengembangan dan pemutakhiran konsep
hukum muamalah agar lebih sesuai dengan
keadaan saat ini. Landasan hukum figih
muamalah modern bersumber dari sumber
utama hukum Islam yaitu Al-Quran, Hadits,
Ijma (Kesepakatan Ulama) dan Qiya (analisis
analogis). Prinsip-prinsip Fiqih Muamalah juga
telah dijelaskan secara rinci dalam berbagai
kitab Figih dan karya-karya ulama klasik seperti
Imam Al-Ghazali, Imam Al-Syafi'i, Imam Abu
Hanifah, Imam Malik dan lain sebagainya”.

Peran Notaris dalam pembuatan dokumen
otentik dalam seluruh transaksi perbankan
syariah sangatlah penting. Notaris terlibat
langsung tidak hanya dalam kewenangannya
menyiapkan akta otentik yang diperlukan dalam
kerjasama ini, namun juga dalam akad-akad lain
antara bank syariah dengan nasabahnya guna
meningkatkan kepastian hukum bagi kedua
belah pihak. Secara umum para pihak sangat
berkeinginan agar akad syariah dituangkan
dalam bentuk akta notaris, sehingga notaris
mempunyai tanggung jawab untuk memperoleh
informasi yang cukup mengenai jenis akad dan
produk keuangan bank syariah. Sebab bank
syariah dan bank konvensional mempunyai
karakteristik yang berbeda. Istilah bunga,
pinjaman, debitur dan  kreditur tidak
didefinisikan sebagai penerima pembiayaan
(nasabah) dan pemberi pembiayaan dalam Buku
Perjanjian Pembiayaan Bank Syariah. Notaris
yang memiliki sertifikasi syariah harus

¢ Chasanal Mubaraq dan Luluk Latifah, “ANALISIS KONSEP
MUAMALAH BERDASARKAN KAIDAH FIQH MUAMALAH
KONTEMPORERALlvian Chasanal MubarroqldanLuluk Latifah,”
Tadayun : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 4 No 1 (2023).

7 Rahman Helmi, “Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi
Syariah Di Indonesia,” Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran 18 No 2

(018).
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memahami ketentuan syariah dalam akta
tersebut karena telah mengikuti pelatihan
pemahaman syariah, sedangkan notaris yang
tidak  bersertifikat syariah belum tentu
memahami syariah. ketentuans.

Akan tetapi sebelum itu kita tarik garis
dulu terkait apa definisi akad secara jelas, Kata
“aqd” menunjuk pada terpenuhinya dua akad
atau lebih, yaitu ketika seseorang berjanji dan
kemudian orang lain menyanggupi janji
tersebut, sehingga ada dua orang yang terikat
dalam akad tersebut. Ada beberapa langkah dari
uraian di atas yaitu: 1) kontrak. 2)penerimaan
dua kontrak atau lebih dan 3)kewajiban?.

Dalam figih Muamalah, suatu akad
mempunyai beberapa unsur, yaitu: Pertama,
mawdlu’ al aqd (tujuan akad) adalah tujuan atau
hukum yang dimaksudkan akad tersebut. Satu
kontrak pasti mempunyai satu tujuan, maka
kontrak yang lain mempunyai tujuan yang
berbeda-beda. Misalnya tujuan akad al ba'i
adalah untuk mengalihkan kepemilikan dari
penjual kepada pembeli. Maksud dari akad
jjarah adalah untuk mengalihkan suatu
kepentingan atas barang iwadl (pengganti).
Kedua kontrak tersebut berbeda, sehingga
mempunyai  tujuan  masing-masing.Kedua,
Sighat al aqd (Rumusan Akad),
dimanadikatakan sifat akad adalah kesepakatan
duawasiat dan akad itu tercipta dari rumusan
akad. Ada beberapa syarat dalam rumus kontrak
yaitu :1). Jala'ul ma'na artinya ungkapannya
harus jelas agar mudah dipahami jenis akadnya.
2). Tawafuq Bayn al ijab wa al qgabul yaitu.
keselarasan ijab dan gabul. 3). jazm al iradatay
yaitu tidak adanya unsur keraguan dan
keterpaksaan. 4). ittishal al qabul wa alijab
artinya kedua belah pihak harus hadir dalam
satu majelis.Kaidah akad menggambarkan
pentingnya kedudukan akad dalam transaksi
muamalahkarena suatu akad mempunyai akibat
dan akibat hukum?°.

8 Audya, Nurdin, dan Santoso, “KOMPETENSI NOTARIS DALAM
PEMBUATAN PERJANJIAN SYARIAH (Tinjauan Dari Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah).”

9 Zainal Abidin, AKAD DALAM TRANSAKSI MUAMALAH
KONTEMPORER (Pamekasan: Duta Media Publhising, 2020).

10 Ghufron A Mas’adi, Figh Muamalah Kontemporer (Jakarta:
Rajawali Pers, 2002).
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Kedudukan seorang Notaris sebagai
satuan fungsionaris dalam masyarakat hingga
sekarang masih disegani. Notaris adalah
seseorang yang keterangan-keterangannya
dapat diandalkan, dapat dipercayai, tanda
tangan dan capnya memberikan jaminan dan
bukti kuat, tidak memihak dan penasehat yang
tidak ada cacatnya (ongkreukbaar atau
unimpeachable). Akta notaris juga membuat
“tutup mulut” dan membuat sesuatu perjanjian
yang dapat melindunginya diharihari yang
akan datang. Kalau seorang advokat
membela hakhak seseorang ketika timbul
suatu kesulitan, maka seorang notaris harus
berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.
Jabatan notaris ini ditempatkan di lembaga
yudikatif dan eksekutif. Notaris diharapkan
memiliki posisi netral sehingga apabila di
tempatkan di salah satu dari badan negara
tersebut, notaris tidak lagi dapat dianggap
netral'l.

2. Ruang Lingkup Figh Kontemporer

Ruang lingkup figh kontemporer adalah
membahas terkait dengan persoalan tranksaksi
atau akad dalam bisnis atau perjanjian pada saat
ini yang belum pernah terjadi pada masa klasik
dan memerlukan penyelarasan hukum untuk
menentukan hukumnya. Misalnya obligasi,
saham, obligasi, reksa dana, multi level
marketing (MLM), asuransi dll. Kemudian
tentang transaksi atau kontrak yang berubah
karena perkembangan atau perubahan keadaan,
situasi dan tradisi atau adat istiadat.
Berdasarkan ruang lingkup tersebut maka
perbandingan konsep Figh Muamalah klasik
dan modern adalah sebagai berikut!2.

a. Jika dilihat dari segi pengertiannya kedua
Figh muamalah ini tidak jauh berbeda
yaitu sama membahas tentang bagaimana
seseorang harus berprilaku dalam
kehidupannya  sehari-hari  baik  yang
bersifat maaliyah maupun ghairu maaliyah
atau ghiru maaliyah, sederhananya dalam
Figih muamalah modern, konsepnya lebih

11 Badruzaman, “ISU KONTEMPORER PERAN NOTARIS
DALAM AKAD MURABAHAH DI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH.”

12 Syaikhu, Fikih Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika
Kontemporer (Yogyakarta: K-Media, 2020).
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disesuaikan dengan konteks saat ini dengan
menambahkan modern. kata-kata ..

b. Keduanya tetap menggunakan sumber
hukum yang sama yaitu berpedoman pada
bagian Al-Qur’an dan Hadits Nabi, serta
pengembangan hukum yang kontekstual
melalui ijtihad para ulama dengan metode
berbeda dan pemahaman Muamalah yang
modern.

c. Figh. Kontemporer cara ini dipadukan
dengan  berbagai fungsi kecanggihan
teknologi yang ada untuk mampu
beradaptasi dengan perkembangan dunia
usaha saat ini yang terus berkembang dan
tidak menyimpang dari konsep yang telah
ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadits dan
ijttihad khususnya mengenai akad atau
transaksi yang dilakukan. pada Figih
Muamalah saat ini semakin banyak
dikembangkan produk akad baru seperti
asuransi, multi level marketing, perdagangan
saham, obligasi syariah dan berbagai produk
perbankan syariah;

d. Konsep yang ditawarkan oleh figh muamalah
kontemporer lebih fleksibel dan kontekstual
dibandingkan dengan Figh muamalah klasik
yang masih stagnan dan bersifat tekstual jika
dilihat dari perkembangan bisnis dewasa ini,
akan tetapi dengan syarat tidak boleh keluar
dari aturan-atuan syariah yang sudah
ditetapkan?s.

Figh muamalah kontemporer merupakan
perluasan dari kajian fikih klasik yang
diadaptasi untuk menjawab tantangan zaman
dan perubahan pola transaksi manusia di era
modern. Secara substantif, ruang lingkupnya
mencakup segala bentuk interaksi manusia yang
berkaitan dengan harta benda dan hak-haknya,
yang belum diatur secara spesifik atau detail
dalam teks wahyu (Al-Qur'an dan Hadits),
namun memerlukan kepastian hukum syarak.

Para ulama fiqih sepakat bahwa hukum
asli transaksi muamalah adalah boleh (mubah)

13 Mubaraq dan Latifah, “ANALISIS KONSEP MUAMALAH
BERDASARKAN KAIDAH FIQH MUAMALAH
KONTEMPORERALlvian Chasanal MubarroqldanLuluk Latifah.”
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kecuali ada nash yang melarangnya4. Jadi kita
tidak bisa mengatakan suatu transaksi haram
kecuali  kita  menemukan nash yang
melarangnya. Berbeda dengan ibadah yang
hukum aslinya dilarang. Kita tidak bisa
beribadah kecuali ada nash  yang
memerintahkannya, Allah tidak bisa disembah
kecuali ada syariatnya.

Pada prinsipnya semua amalan muamalah
boleh, kecuali ada alasan yang melarangnya.
Selain itu, ulama muamalah menganut prinsip-
prinsip dasar seperti prinsip bebas dari riba,
bebas dari gharar (ketidakpastian atau
ketidakpastian) dan tadlis, tidak maysir
(spekulatif), bebas dari produk haram dan
praktek fasid atau kontrak yang sia-sia. Prinsip
ini tidak boleh dilanggar karena sudah menjadi
aksioma dalam Figih Muamalah. Aturan ini
memungkinkan transaksi modern berkembang
dan beradaptasi dengan perubahan zaman dan
teknologi karena memberikan keleluasaan
dalam menerapkan praktik muamalah dalam
lingkungan bisnis modern. Transaksi modern
yang kompleks dan inovatif mungkin
mempunyai praktik baru yang tidak diketahui
pada zaman klasik. Dengan menggunakan
aturan ini, para ulama dapat menganalisis dan
menentukan diperbolehkan atau dilarangnya
suatu praktik berdasarkan prinsip-prinsip
Syariah yang lebih luas. Ini memperhitungkan
solusi spesifik terhadap masalah yang muncul
dalam konteks transaksi modern, dengan tetap
menjaga ketaatan pada prinsip-prinsip yang
ditetapkan oleh muamalah’®.

Bagi seorang Notaris, memahami ruang
lingkup ini sangat krusial karena setiap inovasi
akad muamalah memerlukan legalitas formal.
Notaris  berfungsi  sebagai "penerjemah"
keinginan para pihak yang ingin bertransaksi
secara syariah ke dalam bahasa hukum yang
diakui oleh negara. Tanpa pemahaman
mendalam terhadap ruang lingkup muamalah
kontemporer, seorang Notaris berisiko membuat

14 Neni Sri Imnayati, “Asas Dan Jenis Akad Dalam Hukum
Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah,”
Mimbar XXVII no 2 (2011): 151-56.

15 Mubaraq dan Latifah, “ANALISIS KONSEP MUAMALAH
BERDASARKAN KAIDAH FIQH MUAMALAH
KONTEMPORERALlvian Chasanal MubarroqldanLuluk Latifah.”
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akta yang secara formal sah menurut UUJN,
namun secara substansial mengandung unsur
riba atau gharar yang membatalkan nilai syariah
dari transaksi tersebut.

KESIMPULAN

Peranan Notaris dalam memahami akad
kontemporer sangatlah dibutuhkan, karena
selain Notaris memiliki peran dalam pembuatan
akta otentik dalam setiap perjanjian bisnis di
perbankan syariah sangatlah penting. Notaris
bukan hanya berkaitan langsung dengan
kewenangannya di dalam pembuatan akta
otentik yang diperlukan dalam kerja sama
tersebut, namun juga perjanjian-perjanjian
lainnya yang dibuat antara bank syariah dengan
nasabah untuk lebih mendapatkan jaminan
kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Pada
umumnya para pihak sangat menghendaki
dituangkan akad syariah di dalam bentuk akta
notaris, sehingga seorang notaris pun dituntut
untuk membekali diri dengan pengetahuan yang
cukup memadai tentang jenis-jenis akad dan
produk-produk keuangan di bank syariah.
Karena semua hal itu berhubungan dengan
Teori Figih Muamalah Modern. Teori Figih
Muamalah modern berupaya menerapkan
prinsip dan kaidah Figh yang bersumber dari
sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an,
Hadits, Ijma' (jma' (Ijma' Ulama) dan Qiyas
(analogi) dalam konteks modern. transfer
rekening perusahaan. . Ruang lingkup kajian
Figih Muamalah modern berkaitan dengan
transaksi atau akad modern yang belum dikenal
pada zaman klasik. Misalnya obligasi, saham,
obligasi, reksa dana, MLM, asuransi dIL
Kemudian menunjuk pada transaksi atau akad
yang berubah karena perubahan keadaan,
situasi dan tradisi atau adat istiadat. Aturan
dasar figh muamalah modern adalah semua
amalan muamalah diperbolehkan kecuali ada
larangannya. Selain itu, ulama muamalah
berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar
seperti prinsip bebas dari riba, bebas dari gharar
(ketidakpastian atau ketidakpastian) dan tadlis,
tidak maysir (spekulatif), bebas dari produk
haram dan praktek fasid. . atau kontrak yang
sia-sia. Prinsip ini tidak boleh dilanggar karena
sudah menjadi aksioma dalam Figih Muamalah.
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